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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2007

"TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak  sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang
menyebabkan Pergeseran antar unit ¢rganisasi, antara
kegiatan dan  antar  jenis  Belanja, keadaan  yang
menyebabkan sisa lebih  Tahun Anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007
maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;

fu

b. bahwa sehubungan .dengan "hal - tersebut pada huruf a,
- perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan
. dengan Peraturan Daerah. '

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi 3Jawa
Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9 ) ;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah
dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran. Negara
Nomor 3569 ) ;

3. undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

" 4, undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Berslh dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan Nepotlsme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3852 ) ;

undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286 ) ;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;

undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peratuaran Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang - wundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
pPengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

“Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

uUndang - uUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pPembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 )Sebagaimana telah diubah dengan undang - Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
penganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan oaerah menjadi undang - undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );

undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138 ) ; :

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25-

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah kedua
kaiinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara.
Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan umum { Lembaran Negara Tahun 200S
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansl Pemerintahan { Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik { Lembaran Negara Tahun 200§
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ;

Peraturan pPemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
paerah { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577 ) ;

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;

pPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4585 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
{ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4857 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman’
pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan  Pemerintahan
paerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4582 ) ; '



28.

29.

30.

31,

32,

33.

34.

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;

Peraturan Menteri palam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan paerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedomaﬁ
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Insentif dan Dana Operasional ;

Peraturan Daerah kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ppimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1
seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah kedua
kaiinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun
2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tanggal 18
Desember 2006):; ?

Peraturan Daerah kabupaten pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 2 tanggal 18 3Juli Tahun 2006 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006
tentang RPIMD ( Lembaran paerah Kabupaten Pacitan Nomor
4 tanggal 18 Juli Tahun 2006 ) ;

Peraturan Daerah kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang

~ Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kKabupaten _

36.

37.

38.

Pacitan Nomor. 7 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006) ;

Peraturan paerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2007 tanggal 5 Maret 2007 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4
September 2007 ) ;

‘peraturan paerah kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Penyertaan Modal Hemerintah Daerah pada PT Bank Perkrgditan
Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Nomor 13
Tahun 2007, tanggal 4 September 2007); '



- § -

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ppacitan Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007,
tanggal 4 September 2007 ) ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2007
tentang " Perhitungan Anggaran Pendapatan dan B8elanja
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006 tanggal 11
September 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

"MEMUTUSKAN

Menetapkan * PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  ANGGARAN

- PENDAPATAN ~ DAN  BELANJA  DAERAH  KABUPATEn  PACITAN  TAHun
 ANGGARAN 2007, |

. pasal 1
Anggafan Pendapatan dan Bé1énja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula
berjumlah Rp. 487.668.904,748,77 bertambah sejumlah Rp. 44,316.254.249,37
sehingga menjadi Rp. 531.985.158.998,14 . dengan rinc¢ian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

a. semula _ . Rp. 470,687.414.100,95
b. Bertambah "Rp, _6.704.872.945,10

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan. : Rp. 477.392,287.046,05

2). Belanja

a. semula Rp. 4853.575.904.748,77
b. Bertambah " Rp.__41.076.254.249,37
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 526.652.1 14

surplus / (Defisit) setelah perubahan (Rp.49.259.871.952,09)

3). Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

"~ 1) semula Rp.16.981.490.647,82
2) Bertambah Rp.37.611.381,304,27
Jumlah Penerimaan seteiah Perubahan Rp. 54.592.871.952,09

b. Pengeiuaran :
1) semula Rp. 2.093.000.000,00

2) Bertambah Rp. 000,000,00
Jumlah Pengeiuaran seteiah Perubahan Rp. _ 5.333.000,000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 49.259.871.952,09

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. -
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Pasal 2

(1) Prendapatan oaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a-

pPendapatan asli Daerah

1) semula Rp. 13.976.222.422,57
2) Bertambah Rp.  3.836.789,981,48

Jumlah pendapatan as11 paerah setelah Perubahan
Dana Perimbangan '

1) semula Rp. 440,.387.517.911,00
2) Bertambah RD.  967.160.917,00

~ Jumlah dana perimbangan setelah rerubahan

. Lain-lain pPendapatan pPaerah yang sah

1) semula Rp. 16.323.673.767,38

2) Bertambah RD. 1,900.922,046,62
Junlah Lain-1aln pendapatan yang sah setelah perubahan

. {2) pendapatan As1i Daerah sebagaimana dimaksud dalam
dari jenis pendapatan :

d.

b-

(3) pana Perimbangan sebagalmana dimaksud pada

Pajak Daerah

1) semula Rp. 3.118.000.000,00
2) Bertambah Rp, 269,800,000,00

Jumlah pajak paerah setelah perubahan
Retribusi Daerah _ B
1) semula Rp. 7.544,.258.075,00
2) Bertambah Rp, 2.604,675,325.00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan.

. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula Rp. 467.942.347,57

2) Bertambah Rp.  282.367,156.48
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan

. Lain-lain pPendapatan as1i Daerah yang sah

1) semula Rp. 2.846,022.000,00

2) Bertambah RD. 679.947,500,00
Junlah Lain-1ain pendapatan asli Dpaerah setelah Perubahan

jenis pendapatan :

de.

b-

Pana Bagi Hasil

1) semula Rp. 19.278.517.911,00
2) Bertambah Rp. 967,160,917,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
pana Alokasi umum

1) semula Rp. 371.997.000.000,00

c-

2) Bertambah/({berkurang) Rp, -

Jumlah Pana Alokasi umum setelah Perubahan
pana Alokasi Khusus
1) semula Rp. 49.112.000.000,00
2) Bertambah/{berkurang) Rp, -

Jumlah pana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 17.813.012.404,05

Rp. 441.354.678.828,00

Rp.  18.224.595.814,00

ayat (1) huruf a terdiri

Rp. 3.387.800.000,00
Rp. 10.148.933.400,00

Rp. 750.309.504,05

Rp. 3.525.969,500,00

‘ayat (1) huruf b terdiri dari

Rp. 20.245.678.828,00°
Rp. 371.997.000.000,00

Rp. 49.112.000.000,00



(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) semula Rp. 6.920,000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp, - :
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 6.920.000,00
b. Dana Bagi Hasil
1) semula Rp. 13.552.489.767,38
2) Bertambah R 4 4

Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah perubahan Rp. 18,217.675.814,00
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) semula Rp. 2.749.000,000.00
2) Berkurang Rp., 2,749%.,000,000,00

Jumlah DPana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
paerah lainnya

r)
-
[}

1) semula Rp. 15.264,000,00
2) Berkurang Rp. 15.264,000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi atau darj Rp. -
Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pPasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) semula Rp. 287.624.711,785,77
2) Bertambah Rp, 17,.271,082,096,37

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp, 304.895.793.882,14
b. Belanja Langsung |
1) semula Rp. 197.951.192.963,00

2) Bertambah : Rp. 23,805,172.153.,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 221,756.365.116,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 236.670.455.580,00
2) Bertambah Rp, 9.630,137,658,00 .
Jumlah Belanja pPegawai setelah perubahan Rp. 246,300.593.238,00
b. Belanja Bantuan Sosial
1) semula Rp. 11.670.080.000,00
2) Bertambah Rp, ___ 492,800,000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah gp, 12.162.880,000,00
perubahan
¢. Belanja Bagi Hasil
1) semula Rp. 1.584.106.700,00
2) Bertambah RD, 477,.837,000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil seteiah Perubahan Rgp, 2.061,943,700,00



d. Belanja Bantuan Keuangan

1) semula - Rp. 33.939.420.500,00
2) Bertambah Rp., 4,887,500,000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan Rp. 38.826.920. 500,00
e, Belanja Tidak Terduga
1) semula Rp. 3.760.649.005,77
2) Bertambah Rp. 1,782.807,438,37
Jumlah Belanja Tidak Terduga seteiah
perubahan Rp. 5.543.456,444.14

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ﬁada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 20.639.139.700,00
2) Bertambah Rp, _ 6.203,315,600,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 26.842.455.300,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1) semula Rp. 60.305.072.443,00
2) Bertambah Rp, 16.481,547,935,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan gp, 76.786.620.378,00
C. Belanja Modal

1) semula Rp.117.006,980.820,00
2) Bertambah ’p, 1.120.308,618.00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Pp. 118.127.289.438,00
Pasal 4

(1) pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pPasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 54.592.871.952,09 '

1) semula Rp. 16.981.490.647,82
2) Bertambah Rp. 37,611,381,304,27
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 54,592.871.952,09
b. pengeluaran sejumlah Rp. 5.333.000.000,00
1) semula Rp. 2.093,000.000,00
2) Bertambah Rp. _ 3,240,000,000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan - Rp. 5.333.000.000,00

(2) penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pPembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran
sebelumnya sejumlah Rp. 53.702.871.952,09

1) semula Rp. 16.191.490.647,82

2) Bertambah Rp, 37.511.381,304,27
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Rp. 53.702.871.952,09
Perubahan

b. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah Rp. 890.000.000,00

1) semula Rp. 790.000.000,00
2) Bertambah Rp. 100.000,000,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman pp, 890.000.000,00

setelah perubahan



(3) pengeiuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan :

a.

Uraian
dimaksud dalam pasal 1,

Penyertaan Modal (investasi) Daerah
Rp. 2.050.000.000

sejumlah
1) semula

2) Bertambah

Junlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah Rp. 2.050.000.000,00
setejah Perubahan '

Pemberian Pinjaman Daerah

sejumlah
1) semula

an -
Rp, 2.050,000,000,00

Rp. 5.333.000.000,00

2) Bertambah
Jumlah pembayaran Pukuk utang sejumlah setelah Rp. 5.333.000.000,00

Perubahan

yang tidak

1.
2.

4,

Lampiran
Lampiran

. Lampiran

Lampiran

Lampran

Lampriran

. Lampiran

. Lampiran

. Lampiran

Rp.  2.093,000.000,00
Rp, _1.190.000,000,00

pasal §

Tebih Tlanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

terpisahkan dari Peraturan pDaerah ini, terdiri dari :

II

III:

vl @

VII :

VIII:

IX:

: Ringkasan Perubahan APBD ;

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi skfD ;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Oorganisasi skPD,

Pendapatan, Belanja dan Pembjayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SkPD, Program
dan Kegiatan ;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan
Paerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara ; ‘

oaftar perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Perjabatan ;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

paftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang beTum diselesaikan dan
dianggarkan kembaii dalam Tahun Anggaran ini ;

paftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dlundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pPengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam tembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 5 =11 - 2007
BUPATI PACITAN

/H.SUJON%
-
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7
pPeraturan ocaerah ini mulai berlaku sejak tanggal dlundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal S - 11 - 2007
BUPATI PACITAN

Cap ttd

H. SUJONZD

Di undangkan di  Pacitan
Pada Tanggal 5 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

e

Ir. MULYONO, MM
" pembina utama Muda
NIP. 080 062 150

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 24

'



